BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Pidana mati dianggap tidak efektif dalam kasus tindak pidana korupsi. Pidana
mati dianggap tidak efektif karena dalam Undang — Undang No. 31 Tahun
1999, pidana mati dapat dijatuhkan apabila dalam keadaan tertentu, tetapi
sampai saat ini pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi belum pernah
ada putusannya dan dianggap sebagai simbol saja. Salah satu alternatif untuk
pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan
restorative justice. Restorative justice bukan sama sekali menghilangkan
sanksi pidana, melainkan mengembalikan kerugian keuangan Negara dapat
direalisasikan. Melalui restorative justice diharapkan pelaku tindak pidana
korupsi menjadi kooperatif mengembalikan kerugian keuangan Negara yang
dikorupsinya.

Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika dikaji secara
tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi
Manusia sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang — Undang Nomor
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap orang memiliki hak untuk
hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan disebutkan bahwa
hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
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dalam keadaan apapun. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan
dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, karena akan
menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional. Beberapa
resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh
hakim, khususnya untuk pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi
eksekusi terhadap orang yang salah (innocent people).

Saran

Penerapan hukuman mati masih menjadi polemic pelanggaran Hak Asasi
Manusia, untuk itu sudah seharusnya pemerintah mengkaji sanksi alternative
bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memungkinkan adanya sanksi yang
lebih memberi efek jera. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan alternative
penjara seumur hidup, kerja social, pencabutan hak politik dan pemiskinan
koruptor lebih relevan dengan penghormatan terhadap pemenuhan Hak Asasi
Manusia dan memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia.
Disamping itu juga system perundang — undangan di Indonesia harus
berpegang pada produk hukum tertinggi. Dalam hal ini Undang — Undang
Dasar 1945 sebagai dasar rujukan penegakan hukum di Indonesia.
Penanggulangan tindak pidana korupsi membutuhkan keseriusan dari semua
pihak baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif. Dalam proses
penangkapan sampai dengan jatuhnya putusan aparat penegak hukum harus
objektif dan benar untuk menghindari salah sasaran. Suatu perundang —

undangan yang baik hanya akan menjadi kata — kata mati jika aparat penegak
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hukum tidak memiliki integritas yang baik untuk menanggulangi tindak

pidana korupsi.
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